
 

 

 

ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN 

TUNA SUSILA DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG. 

(Studikasus di KelurahanPanjang Selatan KecamatanPanjang) 

 

Permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung keadaanya sangat memprihatinkan, penutupan 

lokalisasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Perda No. 15 Tahun 2002 

tentang pelarangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di Kota Bandar Lampung, ternyata belum 

dapat menyelesaikan masalah.Melihat dari banyaknya perilaku seks bebas dikalangan masyarakat 

dan tingkat penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS),maka penulis tertarik untuk 

melakukan tinjauan langsung pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahanimplementasi dari Peraturan Daerah No. 15 

Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila dalam Wilayah Kota Bandar 

Lampung ksususnya di Kecamatan Panjang mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan 

teoriimplementasi milik George C. Edward III. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan metode kualitatif. 

 

Komunikasi dalam Implementasi kebijakan larangan perbuatan prostitusi dan tuna susiladi Kota 

Bandar Lampung sudah berjalan baik namun kurang efektif. Komunikasi yang terjalin disini 

terlaksana secara bertahap antara DinasSosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Kota 

Bandar Lampung serta disposisi dalam Implementasi Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna 

Susila di Kota Bandar Lampung cukup baik. Namun tidak dihindari akan hambatan yang mesti 

diatasi oleh pihak terkait. Dalam hal ini berarti adanya dukungan dari masyarakat sekitar eks 

lokalisasi kemungkinan besar menghambat proses mereka dalam melaksanakan kebijakan 

sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.Dan struktur birokrasi dalam 

ImplementasiLarangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung dapat 

dilihat pada Indikator Standar Operating Procedure (SOP) dan indikator fragmantasi. 
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